
Belanja Pegawai – Kabar Gembira Bagi ASN Pemkab Bone, TPP 
Januari – Maret Segera Cair Bertahap, Ini Catatan Badan Pemeriksa 

Keuangan

Sumber gambar:
https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/01/kabar-gembira-bagi-asn-pemkab-

bone-tpp-januari-maret-segera-cair-bertahap/ 

Rasa was-was yang melanda PNS/ASN Pemkab Bone terkait Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) yang bakal hangus untuk bulan Januari -  Maret 

2024  dibantah  Plt.  Kepala  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD) 

Kabupaten Bone, Andi Irsal Mahmud.

Andi  Irsal  Mahmud  mengatakan  pembayaran  TPP  akan  dilakukan 

secara bertahap. Pernyataan tersebut sekaligus menepis terkait adanya kabar 

perihal TPP ASN Pemkab Bone yang menunggak selama 3 bulan akan hangus.
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"Tidak  hangus.  Totalnya  3  bulan.  Jadi  pembayarannya  dilakukan 

bertahap tidak semuanya dibayarkan, hanya bulan Januari saja,” tegas Andi 

Irsal Mahmud, Selasa (30/4/2024).

Ia  menambahkan  bahwa,  berdasarkan  keputusan  rapat  Senin 

(29/4/2024)  kemarin,  BKPSDM  telah  diminta  untuk  menyampaikan  kepada 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait permintaan pencairan.

“BKPSDM sudah diminta untuk menyampaikan kepada setiap Kepala 

OPD  agar  mengirimkan  permintaan  pencairan  TPP  untuk  bulan  Januari,” 

ungkap Andi Irsal Mahmud.

Hal itupun dipertegas Anggota DPRD Bone dari Fraksi NasDem, Andi 

Muh. Salam Lilo AK. "Tadi saya di  japri  sama teman-temam ASN dan saya 

lanjutkan ke  pak bupati.  Harusnya tidak sesuai  dengan info  yang beredar 

Insya Allah secepatnya terbayarkan," tegas Andi Muh. Salam Lilo AK.

Awalnya beredar issu bahwa TPP ASN Pemkab Bone, bulan Januari - 

Maret bakal hangus dan akan dibayarkan hanya bulan April - Juni 2024.

Sumber Berita:

1. https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/01/kabar-gembira-bagi-asn-  
pemkab-bone-tpp-januari-maret-segera-cair-bertahap/ 1  Mei 
2024.

2. https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7319863/pemkab-bone-  
pastikan-bayar-tunggakan-tpp-asn-3-bulan-pencairan-bertahap 1  Mei 
2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan Belanja operasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  55  ayat  (1)  huruf  a  dirinci  atas 
jenis:
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a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
a. Belanja  pegawai  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  56  ayat  (1) 

huruf  a  digunakan  untuk  menganggarkan  kompensasi   yang 
ditetapkan  sesuai  dengan   ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

b. Kompensasi sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Kepala  Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan 
Pegawai ASN.

c. Belanja  Pegawai  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
dianggarkan  pada   belanja  SKPD  bersangkutan     sesuai  dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:
a. Pemerintah  Daerah  dapat     memberikan  tambahan  penghasilan 

kepada  Pegawai  ASN   dengan  memperhatikan  kemampuan 
Keuangan Daerah       dan memperoleh persetujuan   DPRD sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

b. Tambahan  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
diberikan  berdasarkan    pertimbangan  beban  kerja,  tempat 
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,  dan/atau 
pertimbangan objektif lainnya.

c. Pemberian  tambahan   penghasilan  kepada  Pegawai  ASN  daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan   Perkada 
dengan berpedoman    pada Peraturan Pemerintah.

d. Dalam  hal  belum  adanya    Peraturan  Pemerintah  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat   (3),  Kepala  Daerah  dapat  memberikan 
tambahan    penghasilan  bagi  Pegawai  ASN  setelah  mendapat 
persetujuan Menteri.

e. Persetujuan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (4) 
ditetapkan  setelah  memperoleh  pertimbangan     menteri  yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
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f. Dalam  hal  Kepala  Daerah  menetapkan  pemberian  tambahan 
penghasilan  bagi  Pegawai  ASN    tidak  sesuai  dengan  ketentuan 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (4)  dan  (5),  menteri  yang 
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan 
melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer  Umum 
atas usulan Menteri.

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
a. Setiap pengeluaran  harus didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah 

mengenai hak  yang diperoleh oleh   pihak  yang menagih.
b. Pengeluaran  kas  yang  mengakibatkan  Beban  APBD   tidak  dapat 

dilakukan sebelum rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan 
diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)  tidak 
termasuk   pengeluaran   keadaan   darurat    dan/atau  keperluan 
mendesak  sesuai  dengan   ketentuan   peraturan  perundang-
undangan.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 21 yang menyatakan:
a. PPKD  selaku  BUD  mengusulkan  bendahara  pengeluaran  kepada 

kepala daerah.
b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk 

melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan 
anggaran  belanja  dan/atau  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1) mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP  UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3) melaksanakan   pembayaran   dari   UP,   GU,   dan   TU   yang 

dikelolanya;
4) menolak  perintah  bayar  dari  PA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 

kepada PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara 
fungsional kepada BUD secara periodik; dan
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7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

d. Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan  rekonsiliasi  dengan  pihak  Bank  yang  ditetapkan 

Kepala Daerah;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5) menyiapkan dokumen surat  tanda  setoran atas  pengembalian 

belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal; dan

6) pelaksanaan  anggaran  pengeluaran  pembiayaan  pada  SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala 
daerah  atas  usul  PPKD  menetapkan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu.

f. Penetapan  Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas 
pertimbangan:
1)    besaran anggaran;
2)   rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang 
meliputi:
1)     mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS;
2)     menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari  Bendahara 

Pengeluaran;
3)    menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4) melaksanakan pembayaran atas  pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya;
5) menolak  perintah  bayar  dari  KPA  yang  tidak  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
6)    meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7) memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan
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8) membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif 
Kepada KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain  tugas  dan  wewenang  Bendahara  Pengeluaran  pembantu 
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah;
2)    memeriksa kas secara periodik; 
3) menerima  dokumen  bukti  transaksi  secara  elektronik  atau 

dokumen fisik dari bank;
4) menerima  dan  menyetorkan  atas  pengembalian  belanja  atas 

koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan  eksternal  pada 
tahun berjalan; dan

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja  akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan 
eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal  terdapat  pembentukan unit  organisasi  bersifat  khusus 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepala 
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara  unit  organisasi  bersifat  khusus  memiliki  tugas  dan 
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  administratif 
dengan membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada 
PA.

n. Bendahara  Pengeluaran  pembantu bertanggung  jawab  secara 
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban 
secara  administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan 
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional 
dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  kepada  PPKD 
selaku BUD.
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p. Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung  jawab  secara 
fungsional  dengan membuat  laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau 
pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran 
melaksanakan  tugas   dan  wewenang  sesuai   dengan  lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai  yang  membantu  Bendahara  Pengeluaran  bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa;
2)   bertindak sebagai  penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau 
penjualan jasa;
3) menyimpan  uang  pada  suatu  bank  atau  lembaga  keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan

4) larangan   berlaku   juga   terhadap   Bendahara   Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan  Bendahara 
Khusus.

u. Larangan  bagi  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran 
Pembantu  dilakukan  terhadap  kegiatan,  sub  kegiatan,  tindakan, 
dan/atau aktivitas   lainnya   yang   berkaitan   langsung   dengan 
pelaksanaan APBD.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 26 yang menyatakan:
a. Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan 

rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

b.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang 
melandasinya.
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c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 
secara bruto dalam APBD.

7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai
1) Belanja     pegawai     digunakan     untuk     menganggarkan 

kompensasi yang   ditetapkan   sesuai   dengan   ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

2) Kompensasi  diberikan  kepada  Kepala  Daerah/wakil  Kepala 
Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
a) Belanja  Pegawai  bagi  kepala  daerah  dan  wakil  kepala 

daerah  dianggarkan   pada   belanja   SKPD   sekretariat 
daerah.

b) Belanja   Pegawai   bagi   Pimpinan   dan   Anggota   DPRD 
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c) Belanja  Pegawai  ASN  dianggarkan  pada  belanja  SKPD 
bersangkutan.

3) Belanja  pegawai  paling sedikit  berupa gaji/uang representasi 
dan tunjangan,  tambahan penghasilan Pegawai  ASN,  belanja 
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala 
daerah, wakil    kepala    daerah,    honorarium,    insentif 
pemungutan pajak daerah dan retribusi  daerah/Jasa layanan 
lainnya  dan  honorarium  yang  selanjutnya  terkait  belanja 
pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 
kepada  Pegawai  ASN  dengan  memperhatikan  kemampuan 
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pegawai  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan 
pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang bekerja 
pada intansi pemerintah.

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan 
KUA.

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan 
beban  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan 
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profesi, prestasi   kerja,   dan/atau   pertimbangan   objektif 
lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Tambahan    penghasilan    berdasarkan    beban   kerja 
diberikan  kepada  pegawai  ASN  yang  dibebani  pekerjaan 
untuk  menyelesaikan  tugas  yang  dinilai  melampau beban 
kerja normal;

b. Tambahan   penghasilan   berdasarkan   tempat   bertugas 
diberikan kepada     pegawai     ASN     yang     dalam 
melaksanakan tugasnya   berada   di   daerah   memiliki 
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

c. Tambahan    penghasilan    berdasarkan    kondisi    kerja 
diberikan kepada     pegawai     ASN     yang     dalam 
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 
memiliki resiko tinggi;

d. Tambahan  penghasilan  berdasarkan  kelangkaan  profesi 
diberikan  kepada  pegawai  ASN  yang  dalam  mengemban 
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

e. Tambahan   penghasilan    berdasarkan   prestasi    kerja 
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja 
yang tinggi dan/atau inovasi; dan

f. Tambahan    penghasilan    berdasarkan    pertimbangan 
objektif  lainnya  diberikan  kepada  pegawai  ASN  sepanjang 
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

8) Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai   ASN 
daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah.

9) Dalam  hal  belum  adanya  Peraturan  Pemerintah,  Kepala 
Daerah dapat   memberikan   tambahan   penghasilan   bagi 
Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

10) Persetujuan    Menteri    ditetapkan    setelah    memperoleh 
pertimbangan menteri    yang   menyelenggarakan   urusan 
pemerintahan di bidang keuangan.

11) Dalam hal  Kepala  Daerah menetapkan pemberian tambahan 
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, 
menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di 
bidang keuangan     melakukan     penundaan    dan/atau 
pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
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